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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 680 /2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG TERKAIT PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF KEPADA PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA DAN/ATAU PERSETUJUAN
PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN SERTA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN

Menimbang

Mengingat

1.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BUPATI TABALONG,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 507 Peraturan
Pemerintah  Nomor 22  Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Bupati dalam penerapan Sanksi
Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya
kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau
Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup,
maka perlu melimpahkan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Tabalong Terkait Penerapan Sanksi Administratif Kepada
Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap
Pelanggaran Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan
Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Serta
Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,



9.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),;

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan
Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-3-

Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan
Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
294);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Melimpahkan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Terkait
Penerapan Sanksi Administratif Kepada Penanggung Jawab
Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Pelanggaran Perizinan
Berusaha dan/atau  Persetujuan Pemerintah  Terkait
Persetujuan Lingkungan Serta Peraturan Perundang-Undangan
di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelimpahan  sebagian kewenangan penerapan  sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
meliputi:



il

a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah; dan
c. denda administratif.

KETIGA : Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dilaksanakan untuk pelanggaran Penanggung
Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong yang
berpotensi dan/atau menimbulkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tanggung jawab pelaksanaan sebagian kewenangan penerapan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA sepenuhnya berada pada Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong wajib
melaporkan  hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian
kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjugg ’
pada tanggal 22 Feprvers =24
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